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I.    PENDAHULUAN 

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Muhammad 
Fajrul Falaakh (Pakar Politik) dibuka pukul 14.15 WIB, oleh Yth. DR. Drs. H. Taufiq 
Effendi, MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR RI.   

II.   POKOK-POKOK PEMBICARAAN/PENUTUP 

Setelah Muhammad Fajrul Falaakh (Pakar Politik) menyampaikan penjelasan atas 
pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI ada beberapa catatan 
sebagai berikut: 

1. Proses rekrutmen anggota KPU bottom up, diawali dan pembentukan KPU 
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, baru KPU dibentuk. Hal ini dimaksudkan agar 
penyelenggara pemilu lebih efektif dalam menggunakan waktu untuk 
melaksanakan, tahapan pemilu lebih efektif dalam menggunakan waktu untuk 
melaksanakan persiapan tahapan pemilu utamanya pemukhatiran data pemilih.  

2. Untuk pembentukan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sekarang ini 
diperintahkan kepada KPU. Terhadap pembentukan KPU Kabupaten/Kota dan 
KPU Provinsi selanjutnya dibentuk dalam waktu 6 (enam) bulan, sebelum masa 
jabatan KPU berakhir.  

3. Mekanisme rekrutmen anggota KPU sebaiknya tidak terbuka  

4. Dewan Kehormatan bersifat ad hoc dan KPU tidak duduk dalam keanggotaan 
Dewan Kehormatan.  

5. Agar kinerja KPU efektif, perlu memberdayakan Bawaslu/Panwaslu dan Dewan 
Kehormatan.  

6. Pada dasarnya keanggotan KPU, dicoba diambil dari anggota-anggota KPU di 
Daerah yang profesional atau berjumlah 9 9sembilan) orang yang diajukan oleh 
partai politik  

7. Sebagai pilihan masih mungkin Bawaslu diberi wewenang untuk memproses 
hukum terhadap pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi atau Bawaslu 
sebagai pendamping atau tenaga ahli dalam memproses hukum terhadap 
pelanggaran pemilu di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.  

Rapat diakhiri pukul 16.30 WIB.   
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